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BAB II
KAJIAN TEORI
A. MANAJEMEN
1. [bookmark: _Hlk85867176]Pengertian Manajemen
Manajemen memiliki banyak definisi, baik definisi secara etimologis, maupun terminologis, atau definisi yang diberikan oleh tokoh manajemen dalam negeri maupun tokoh manajemen luar negeri. Secara etimologis, kata manajemen merupakan kata yang berasal dari kata managio yang berarti pengurusan atau managgiare yang berarti melatih dan mengatur langkah-langkah, dapat juga berarti getting things done through other people. Ada juga yang memiliki pandangan bahwa dari sudut istilah manajemen yang berasal dari kata manage kata yang berasal dari Italia managgiare secara harfiah berarti menangani atau melatih kuda dan secara maknawi berarti memimpin, membimbing atau mengatur (Amiruddin Siahaan, dkk, 121: 2006).
Definisi manajemen ditinjau dari segi terminologis sangatlah beragam, hal tersebut karena para ahli saling berbeda pendapat dalam mengartikan definisi manajemen sesuai dengan latar belakang dan sudut pandang pendekatan keilmuan masing-masing para ahli. Pada akhirnya, definisi manajemen secara terminologis yang dapat diterima secara universal sulit ditemukan.
Beberapa definisi manajemen yang menarik anatara lain ialah “management as the art getting things done through other people” manajemen yang diartikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, Mary. P. Follet ini mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni karena dengan melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus. Seperti ungkapan Sahertian yang dikutip oleh Imron bahwa dalam manajemen terkandung dua makna, yakni Mind dan action (Fahim Tharaba,52:2016).
Manajemen didefinisikan oleh Machali dan Ara sebagai sebuah usaha untuk mengatur organisasi agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan cara yang efektif, efisien, dan produktif.[footnoteRef:1] Sementara itu pendapat George R. Terry yang dikemukakan dalam buku Principles of Management (Sukarna, 2011:3), juga menyatakan bahwa management is the accomplishing of a predetermined obejectives through the efforts of other people atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui orang lain.  [1: Dr. Imam Machali dan Dr. Ara Hidayat. The Handbook of Education Management: Teori dan praktek pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia. (Yogyakarta:2015) hal.6] 

Di sisi lain Sondang Palan Siagian (dalam Arikunto, Suharsimi, 2008: 3) mengartikan manajemen sebagai sebuah keseluruhan proses kerjasama yang didasarkan atas rasionalitas tertentu antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Pendapat Ahli lain yaitu Pariata Westra (dalam Arikunto, Suharsimi, 2008: 3) menyebutkan bahwa  manajemen merupakan rangkaian perbuatan usaha kerjasama sekelompok manusia dalam mencapai tujuan tertentu.
Dari beberapa definisi manajemen yang telah dipaparkan di atas, penulis sendiri memahami manajemen sebagai ilmu dalam proses rangkaian kegiatan perencanaaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian, dengan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efisien, efektif dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Defini tersebut penulis sadari lebih banyak dipengaruhi oleh fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G. R. Terry. Menurut G.R Terry dalam Winardi (1986) yang menyatakan bahwa fungsi manajemen ialah serangkaian  sub bagian tubuh yang berada dalam manajemen sehingga bagian-bagian tubuh terebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud tersebut antara lain: Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan), Controlling (Pengawasan).
2. Fungsi-Fungsi Manajemen
a. Perencanaan (Planning)
Perencanaan didefinisikan secara umum sebagai suatu proses yang sistematis searah dengan prinsip pengambilan keputusan pemanfaatan pengetahuan dan metode ilmiah pada sebuah kegiatan terorganisasi tentang bagaimana sebuah tindakan dipilih untuk dilakukan di masa datang. begitulah menurut Sudjana (2000).[footnoteRef:2] Sementara itu, perencanaan menurut Imam Machali dan Ara Hidayat (26:2015) diartikan sebagai sebuah proses kegiatan yang disiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. [2: http://anan-nur.blogspot.co.id/2011/08/manajemen-perencanaan-pengembangan.html?m=1 (diakses pada 19 September 2020)] 

Ada beberapa definisi yang di jelaskan oleh riskiyah dalam artikelnya, antara lain:[footnoteRef:3] [3: https://yuharariskiyah.wordpress.com/2013/11/28/definisi-perencanaan-menurut.para-ahli/ (diakses pada 19 September 2020)] 

1) Garth N Jone, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses  dalam memilih dan mengembangkan sebuah tindakan yang paling baik dan tepat untuk mencapai tujuan.
2) M Farland, berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu fungsi keberpengaruhan yang digunakan pemimpin untuk mengubah daripada wewenangnya.
3) Siagian (1994) mengartikan perencanan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara seksama daripada kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan di masa yang akan dating agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.
4) Terry (1975), mengungkapkan bahwa perencanaan adalah sebuah kegiatan pemilihan dan kegiatan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menghubungkan asumsi- asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang dengan penggambaran dan perumusan kegiatan- kegiatan tertentu yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil yang telah ditetapkan.
5) Kusmiadi (1995), perencanaan merupakan proses mendasar yang digunakan untuk memilih tujuan- tujuan dan menguraikan langkah-langkah dalam mancapainya.
6) Soekartawi (2000), secara sederhana mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses pemilihan alternantif atau pendayagunaan berbagai sumber daya yang tersedia.
Dari teori- teori yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan sebuah proses dasar berupa kegiatan sistematis dalam memikirkan, memilih, berasumsi, dan mencari alternatif dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menentukan kegiatan utama yang akan di laksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
1) Langkah-langkah Perencanaan
Pada hakikatnya langkah perencanaan usaha sama dengan sebuah langkah perencanaan lainnya, antara lain melalui langkah-langkah berikut (Ngalim Purwanto, 15:2008):
a) Langkah dalam menentukan dan merumuskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang ingin dicapai organisasi;
b) Langkah dalam meneliti atau mengidentifikasi masalah-masalah atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang;
c) Langkah dalam mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan dalam merangkai kegiatan untuk mencapai tujuan;
d) Langkah dalam menentukan dan memilih tahap-tahap atau rangkaian tindakan yang akan dilakukan.
e) Langkah dalam merumuskan bagaimana masalah-masalah yang akan terjadi akan dipecahkan dan bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan.
Sementara itu perencanaan menurut pendapat Sutisna (1983: 162), yang dikutip oleh Machali dan Ara meliputi beberapa hal, antara lain harus meliputi[footnoteRef:4]: [4: Dr.Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Education Management: Teori dan praktek pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia. (Yogyakarta:2015) hal.27] 

a) Kegiatan penetapan tujuan-tujuan dan maksud-maksud organisai;
b) Analisis perkiraan lingkungan meliputi sumber-sumber dan hambatan dalam proses pencapaian tujuan-tujuan dan maksud yang harus dicapai;
c) Kegiatan menentukan pendekatan yang akan dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan dan maksud itu.


2) Elemen Perencanaan
Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan rencana (plan), sasaran dan rencana yang dimaksud antara lain[footnoteRef:5]: [5: www.gurupendidikan.co.id (Diakses pada 26 Januari 2020)] 

a) Sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dituju baik oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Banyak yang menyebut sasaran sebagai tujuan. Sasaran merupakan tolak ukur manajemen untuk membuat keputusan dan membuat kriteria untuk dalam mengukur suatu kegiatan yang akan dilakukan. Sasaran sendiri dibagi menjadi stated goals yaitu suatu sasaran yang dinyatakan oleh organisasi, dan riil goals yaitu suatu sasaran yang dibutuhkan dan benar-benar diinginkan oleh organisasi.
b) Rencana diartikan sebagai dokumen yang digunakan sebagai skema atau blueprint untuk mencapai tujuan. Dalam rencana terdapat alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana secara spesifik dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaanya.


3) Unsur-unsur Perencanaan
Unsur-unsur perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan  “What, Why, Where, When, Who dan How”[footnoteRef:6] yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan tersebut yaitu: [6: Dr. Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Education Management: Teori dan praktek pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia. (Yogyakarta:2015) hal.28] 

a) Terdapat unsur kegiatan apa yang harus dikerjakan, yaitu dengan mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan dimasa datang;
b) Terdapat unsur apa sebab kegiatan tersebut harus dilakukan, yaitu dengan merumuskan faktor-faktor penyebab yang menjadikan tindakan harus dilakukan;
c) Terdapat unsur yang menjelaskan dimana kegiatan tersebut dilakukan, dengan menentukan tempat atau lokasi;
d) Memiliki unsur berkaitan dengan kapan kegiatan tersebut dilakukan, yaitu dengan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
e) Memiliki unsur berkaitan dengan siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, pelaku yang akan melakukan tindakan harus ditentukan; dan
f) Unsur tentang bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu berkaitan dengan penentuan metode atau cara yang akan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan.
4) Klasifikasi Perencanaan
Rencana-rencana menurut para ahli dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi diantaranya:
a) Rencana yang diklasifikasikan sebagai rencana pengembangan. Merupakan rencana-rencana yang menunjukkan arah (secara grafis) tujuan dari lembaga atau organisasi;
b) Rencana yang diklasifikasikan sebagai rencana hasil pencapaian atau out put. Rencana ini difokuskan kepada hasil yang akan menjadi pencapaian program; 
c) Rencana yang diklasifikasikan anggota-anggota manajemen. Maksudnya antara lain sebuah rencana yang dirumuskan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota-anggota manajemen supaya menjadi lebih unggul (Terry, 1993: 60). 
5) Tipe-tipe Perencanaan
Sebuah perencanaan memiliki tipe-tipe tertentu. Tipe-tipe perencanaan dapat dinilai dan dapat ditinjau dari dimensi waktu. Macam- macam tipe tersebut terinci sebagai berikut:[footnoteRef:7] [7: Terry Alih Bahasa oleh Winardi, Asas-Asas Manajemen, (Bandung: Alumni 1986) Hal.171] 



a) Tipe perencanaan jangka panjang (Long Range Plans).
Perencanaan ini bersifat jangka panjang dan biasanya mempunyai jangka waktu kisaran 5 tahun atau lebih. Jangka waktu tergantung besar atau tidaknya organisasi atau lembaga itu sendiri. Semakin besar organisasi tersebut biasanya semakin lama juga. Dalam perencanaan jangka panjang ini rencana-rencana dimuat masih dalam bentuk umum saja, global dan belum sangat terperinci sehingga masih memerlukan uraian lagi;
b) Tipe Perencanaan jangka menengah (Midle Range Plans).
Tipe perencanaan jangka menengah ini mempunyai jangka waktu kisaran dua sampai lima tahun. Perencanaan ini merupakan turunan dari perencanaan jangka panjang yang masih berbentuk umum dan global. Perencanaan jangka menengah memuat tujuan serta target secara lebih jelas sehingga memberikan dasar-dasar yang pasti bagi kegiatan yang direncanakan.
c) Tipe Perencanaan jangka pendek (Short Range Plans).
Perencanaan jangka pendek merupakan perencanaan dalam kisaran jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Salah satu bentuk rencana jangka pendek yang sering ditemui dan diketahui banyak orang ialah rencana tahunan. Perencanaan tahunan disebut juga sebagai perencanaan oprasional serta merupakan sebuah siklus yang selalu berulang setiap tahunnya.
Selain tipe-tipe perencanaan yang dilihat dari dimensi waktu, tipe perencanaan juga dapat dilihat dari sisi subtansinya[footnoteRef:8]. Rinciannya antara lain: [8: Terry Alih Bahasa oleh Winardi, Asas-Asas Manajemen, (Bandung: Alumni 1986) Hal.171] 

a) Perencanaan tipe Sasaran (Objective).
Perencanaan ini berupa sasaran yang merupakan bentuk khusus dari tujuan. Sasaran tersebut bergantung pada kegiatan yang terdapat pada organisasi atau lembaga seperti sasaran-sasaran pencapaian peserta didik, prestasi, dan sebagainya. Dengan demikian dalam perencanaan tipe sasaran ini dilakukan pertimbangan aktifitas-aktifitas masa mendatang. Tujuan dalam perencanaan ini dirumuskan oleh pimpinan tingkat atas berdasarkan kesesuaian dengan garis-garis pengarahan strategi dan  kebijakan.
b) Perencanaan dengan tipe Kebijakan (Policy),
Kebijakan yang seperti orang banyak ketahui merupakan sebuah pernyataan umum tentang tindakan organisasi dalam menentukan pedoman untuk mengambil keputusan mengenai sumber-smber yang diperlukan. Pada prinsipnya kebijakan seharusnya memberikan jaminan terhadap penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan yang menyeluruh.


c) Perencanaan bertipe Prosedur (Procedure)
Perencanaan bertipe prosedur merupakan perencanaan yang menekanan pada prosedur terhadap penentuan jawaban dalam mengendalikan kegiatan untuk waktu yang akan datang. Prosedur menggambarkan urutan-urutan kronologis dan sistemis dari tindakan yang harus dilakukan dan lebih bersifat sebagai tolak ukur dalam pemilihan alternatif-alternatif tindakan yang akan dilakukan.
d) Perencanaan bertipe Metode (Methode)
Perencanaan tipe metode ini secara ringkas maksudnya ialah sebuah perencanaan berupa cara untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini merupakan cara bagaimana tugas dari suatu prosedur kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik.
e) Perencanaan tipe Ukuran baku (Standard),
Perencanaan ukuran baku merupakan perencanaan sebuah nilai yang akan digunakan sebagai dasar pedoman atau tolak ukur. Ukuran baku ini merupakan hal yang harus diikuti sebagai dasar perbandingan capaian keberhasilan. Dengan kata lain perencanaan ukuran baku ini digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan membandingkan apakah program yang diinginkan sesuai dengan ukuran atau nilai yang telah ditetapkan.
f) Perencanaan tipe Anggaran (Budget).
Perencanaan anggaran merupakan kategori penting dari sebuah perencanaan, bahkan dianggap bagian terpenting khususnya pada sebuah perusahaan. Begitu juga halnya dalam dunia pendidikan anggaran merupakan faktor yang harus sangat diperhatikan. Perencanaan Anggaran sendiri merupakan perencanaan berupa data-data yang berkaitan dengan anggaran yang diatur dengan rasional dan logis yang menunjukan harapan untuk dicapai dalam periode tertentu. Anggaran secara umum memiliki dua segi yaitu segi penerimaan dan segi pengeluaran. 
6) Syarat-syarat Perencanaan
Perencanaan yang baik tentunya harus sesuai dengan syarat-syarat perencanaan itu sendiri. Adapun syarat-syarat perencanaan yang baik menurut Ngalim harus meliputi[footnoteRef:9]: [9: Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008) Hal.15] 

a) Perencaan harus didasari oleh tujuan yang jelas,
b) Perencanaan harus bersifat sederhana, realistis dan praktis.
c) Perencanaan harus terinci dengan baik, mulai dari pengklasifikasian dan rangkaian-rangkaian tindakan yang akan dilakukan sehingga siapaun dpat dengan mudah menjadikannya pedoman dan mudah dijalankan,
d) Perencanaan harus memiliki fleksibilitas yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan, baik kondisi dan situasi yang berubah sewaktu-waktu,
e) Perencanaan harus berimbang antara rmacam-macam bidang yang akan dilaksanakan dalam perencanaan itu sendiri,
f) Perencanaan harus mempertimbangkan dan melakukan penghematan tenaga, biaya, dan waktu dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sebaik-baiknya,
g) Perencanaan harus menghindari tumpang tindih kegiatan atau tidak adanya duplikasi pelaksanaan.
Setelah peluang usaha dan ide muncul, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan, perencanaan usaha merupakan sebuah cetak biru tertulis (blue print) yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, oprasinal usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperolehnya. Perencanaan memiliki dua fungsi penting dalam persiapan awal, diantaranya sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan usaha dan alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar.[footnoteRef:10] [10:  Basrowi, Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi….., Hal.103] 

Suwinto menyebutkan bahwa jenis-jenis perencanaan yang harus dipersiapkan sebelum usaha dimulai diantaranya ialah:[footnoteRef:11] [11:  Suwinto Johan, Studi kelayakan Pengebangan Bisnis… Hal.73] 

1) Rencana Pemasaran; dalam tahapan ini, rencana pemasaran berisi tentang target pasar, karakteristik produk, strategi harga, cara penjualan, saluran distribusi dan strategi promosi.
2) Rencana keuangan; tahapan selanjutnya ialah rencana keuangan yang berisi tentang sumber pendanaan, kelayakan secara keuangan, proyeksi arus kas, proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi.
3) Rencana Produksi; dalam rencana produksi, harus dicantumkan mengenai rencana produksi, keperluan bahan baku, bahan penunjang dan rencana hasil produksi.
4) Rencana Sumber Daya Manusia; Tahapan perencanan yang terakhir ialah perencanaan suber daya manusia yang meliputi rencana keperluan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dan kapan waktunya.
Berkaitan dengan waktu, Suhardi menjelaskan perencanaan pembuatan jadwal dan waktu dibuat secara sederhana, mulai dari tugas bulanan sapai tahunan. Perencanaan juga dibuat jangka pendek (satu tahunan), menengah (lima tahunan), dan jangka panjang (dua puluh tahunan). Adapun perencanaan jangka panjang lebih bersifat umum, menengah lebih jelas dan jangka pendek bersifat teknis dari jangka menengah.[footnoteRef:12] Pengelolaan waktu menjadi sangat penting dalam perencanaan agar semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan [12:  Yusuf Suhardi, Kewirausahaan, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), Hal.102] 

b. Pengorganisasian (Organizing)
Setelah merumuskan perencanaan dengan baik, fungsi manjemen selanjutnya ialah pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri menurut Machali dan Ara ialah suatu kegiatan dalam mengatur atau membagi pekerjaan yang dialokasikan kepada sekelompok orang atau karyawan yang diberikan tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaannya sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan efektif, efisien dan produktif[footnoteRef:13]. [13: Dr. Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Education Management: Teori dan praktek pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia. (Yogyakarta:2015) hal.32] 

[bookmark: _GoBack]Sementara itu Ngalim menyimpulkan bahwa sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan pengorganisasian didefinisikan sebagai aktifitas-aktifitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan antar orang dalam kelompok sehingga terwujud kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditentukan[footnoteRef:14]. [14: Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008) Hal.16] 

Dalam sebuah pengorganisasian jika tanpa memiliki hubungan satu sama lain dan tanpa adanya penetapan tugas-tegas yang telah ditentukan akan sulit terwujud. George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang organizing sebagai berikut:
“Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to thesen activities, the providing of suitable physical factors of enviroment and the indicating of the relative authority delegated to each respectives activity. “

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, menyediakan faktor-faktor fisik yang cocok dengan lingkungan kerja dan penunjukkan wewenang, pelimpahan terhadap setiap orang dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.
1) Prinsip-prinsip Organizing
Terry (Sukarna, 2011: 46) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip organizing meliputi beberapa hal berikut, yaitu :

a) The objective atau pengorganisasian harus memiliki tujuan.
b) Departementation atau pengorganisasian harus terdapat pembagian kerja.
c) Assign the personel atau pengorganisasian harus melakukan penempatan tenaga kerja.
d) Authority and Responsibility atau pengorganisasian harus mengatur wewenang dan tanggung jawab.
e) Delegation of authority atau pengorganisasian harus terdapat pelimpahan wewenang.
Lebih jelas lagi Ngalim menjabarkan prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut:
a) Pengorganisasian harus memiliki tujuan yang jelas,
b) Dalam pengorganisasian tiap anggota harus dapat memahami dan menerima tujuan tersebut,
c) Dalam pengorganisasian harus memiliki kesatuan arah sehingga terjadi kesatuan tindakan dan kesatuan pikiran,
d) Pengorganisasian harus memiliki kesatuan perintah (Unity of command), para anggota hanya mempunyai seorang atasansaja secara langsung, dari atasan tersebut para anggota menerima perintah atau bimbingan, dan para anggota mengetahui hanya kepada atasan tersebutlah ia harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya.
e) Dalam pengorganisasian harus ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab bagi masing-masing anggota,
f) Pengorganisasian harus membagi tugas atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing anggota sehingga dapat terjalin kerja sama yang harmonis dan kooperatif.
g) Pengorganisasian harus memiliki pola organisasi yang relatif permanen, dan memiliki struktur organisasi yang disusun sesederhana mungkin disesuaikan dengan dasar kebutuhan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian,
h) Pengorganisasian harus memiliki jaminan keamanan dalam bekerja (Security of tenure) bagi para anggotanya, dengan jaminan tersebut anggota tidak merasa gelisah karena takut dipecat atau ditindak dengan sewenang-wenang.
i) Dalam pengorganisasian harus ada gaji atau insentif yang setimpal dengan jasa/ pekerjaan yang dilakukan oleh anggota sehingga dapat menimbulkan gairah kerja.
j) Pengorganisassian harus memiliki garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab serta hirarki tata kerjan yang jelas tergambar dalam struktur organisasinya[footnoteRef:15]. [15: Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008) Hal.17-18] 

2) Komponen Pengorganisasian
Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata “WERE” (Work, Employees, Relationship dan Environment)[footnoteRef:16]. [16: https://www.softilmu.com/2017/05/pengertian-manajemen-fungsi-prinsip.html?=1 (Diakses tgl 7 Agustus 2017)] 

a) Work (pekerjaan) adalah komponen pengorganisasian yang memiliki fungsi yang harus dilaksanakan berdasarkan dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
b) Employees (pegawai-pegawai) adalah komponen pengorganisasian berupa orang yang ditugaskan atau diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh kegiatan organisasi.
c) Relationship (hubungan) merupakan komponen pengorganisasian yang penting di dalam organisasi. Berupa hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, dan hubungan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya.
d) Environment (lingkungan) merupakan sebuah komponen pengorganisasian ysng meliputi sebuah keadaan fisik lingkungan pelaksanaan tugas yang dilakukan pegawai, baik berupa lokasi, mesin, alat tulis kantor, bahkan sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan atau budaya organisasi.
3) Proses Pengorganisasian
Beberapa proses pengorganisasian yang dapat dilakukan agar organisasi yang disusun menjadi lebih baik, efektif, efisien dan produktif diantaranya harus melalui langkah-langkah berikut:
a) Proses dimana manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, apakah organisasi memiliki tujuan profit oriented atau service oriented.
b) Proses penentuan kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan, dan menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan menyusun daftar kegiatan.
c) Proses pengelompokan kegiatan, yaitu manajer mengelompokan beberapa kegiatan kedalam beberapa kelompok kegiatan berdasarkan tujuan yang sama.
d) Proses pendelegasian wewenang, yaitu langkah dalam menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada para anggota .
e) Proses rentan kendali, merupakan langkah manajer dalam menetapkan jumlah karyawan pada setiap  bagian atau unit program.
f) Proses peranan perorangan, maksudnya ialah langkah manajer dalam proses penetapan dengan jelas tugas-tugas setiap individu untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang.
g) Tipe organisasi, manajer harus memutuskan tipe yang akan dipakai pada organisasi yang ia pimpin.
h) Struktur (organization chart).[footnoteRef:17] [17: Badrudin, Dasar-Dasar Manajemen (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014) Hal.111-115] 

Selanjutnya Netty Siska Nurhayati lebih ringkas mengemukakan ada empat pilar dalam pengorganisasian (four building blocks or organizing), yaitu:
a) Pilar pembagian kerja organisasi (division of work).
b) Pilar pengelompokan pekerjaan (Departmentalization) atau pengklasifikasian pekerjaan.
c) Pilar penentuan relasi antar bagian dalam organisasi (hierarchy).
d) Pilar penentuan mekanisme pengintegrasian aktifitas antar bagian dalam organisasi atau sering disebut dengan koordinasi (coordination).[footnoteRef:18] [18: Badrudin, Dasar-Dasar Manajemen (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014) Hal.115-116] 

Pengorganisasian usaha menyangkut pada pengorganisasian sumber daya yang terarah sehingga tercipta sebuah tim yang harmonis guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengorganisasian ini juga menjadi titik awal tahap pelaksanaan. Dalam sebuah manajemen usaha, sebelumnya terdapat adanya rencana, maka perlu diorganisasikan terlebih dahulu sumber-sumber daya yang akan melaksanakan pengelolaan tersebut guna mencapai target dan tujuan secara efektif dan efisien.
Pada tahapan pengorganisasian manajer mulai melakukan implementasi ide atau usahanya dengan memotivasi, mengarahkan dan menggerakkan faktor organisasi yang ada untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Oleh sebab itu, faktor kepemipinan menjadi sangat penting dalam tahapan ini. Sama halnya dengan pengorganisasian sebuah program, pengorganisasian usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi.


c. Penggerakan (Actuating)
Pengertian actuating secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain pergerakan pelaksanaan, sedang pengertian secara istilah actuating (pengarahan) adalah mengarahkan semua personal agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan suatu organisasi.
Adapun pengertian penggerakan menurut para ahli adalah sebagai berikut[footnoteRef:19]: [19: http://diiyahbook.blogspot.co.id/2011/12/penggerakan-actuating.html?m=1 (Diakses 29 September 2017)] 

1) George R. Terry mengungkapkan bahwa pengerakan merupakan penempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
2) Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa penggerakan ialah pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan.
3) Prof. Dr. H. Arifin Abdurrachman, MPA secara sederhana mendefinisikan penggerakan sebagai kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja.
4) Prof. Dr. Sondang S. Siagian, MPA menyebutkan penggerakan (motivating) sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan dengan cara sedemikian rupa, sehingga para bawahan mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
Sementara itu Machali dan Ara berpendapat bahwa Actuating adalah sebuah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja (man power) serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama[footnoteRef:20]. Dengan kata lain actuating adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan berpedoman pada perencanaan (planning) dan usaha pengorganisasian. [20: Dr. Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Education Management: Teori dan praktek pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia. (Yogyakarta:2015) hal.32] 

1) Prinsip- Prinsip Penggerakan
Menurut Kurniawan (2009) ada beberapa prinsip dalam penggerakan/actuating, prinsip-prinsip tersebut antara lain:
a) Prinsip dalam memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya.
b) Prinsip dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan karyawan/ anggota.
c) Prinsip dalam menanamkan pada karyawan/ anggota sebuah keinginan untuk melebihi yang lain.
d) Prinsip dalam menghargai hasil yang baik dan sempurna.
e) Prinsip dalam mengusahakan adanya keadilan yang merata tanpa pilih kasih.
f) Prinsip dalam memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup bagi karyawan/ anggota.
g) Prinsip dalam memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki karyawan/anggota[footnoteRef:21]. [21: http://diiyahbook.blogspot.co.id/2011/12/penggerakan-actuating.html?m=1 (diakses 29 September 2017)] 

2) Proses Penggerakan
Di dalam Fungsi Penggerakan, terdapat beberapa bagian proses atau tahapan, yaitu :
a) Dorongan ( motivating ); Dorongan yaitu sebuah proses menggerakkan orang dengan memberikan rangsangan yang baik, alasan–alasan yang dapat menimbulkan kemauan atau gairah bekerja dengan baik.
b) Pimpinan, Bimbingan ( Leading ); Pimpinan/ bimbingan yaitu proses memberikan bimbingan dengan contoh tauladan. Tindakan ini juga disebut koding yang meliputi beberapa tindakan, seperti kegiatan pengambilan keputusan, proses komunikasi antara pimpinan dan staf, cara memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok dan contoh memperbaiki sikap, pengetahuan maupun keterampilan staf.
c) Perintah / Pengarahan ( Commanding/ Directing ); Perintah/ pengarahan yaitu proses dalam memberikan pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas biasanya berbentuk segala saran-saran atau instruksi kepada staf dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana dengan baik terarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.[footnoteRef:22] [22: http://mahasiswabudidarma.blogspot.co.id/2012/11/actuating-penggerakan.html?m=1 (Diakses 29 September 2017) ] 

Inti dari fungsi manajemen program maupun usaha ada pada actuating, hal tersebut karena actuating  adalah pembuktian dari semua perencanaan dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan pemungsian organisasi yang sudah dibentuk. Dengan demikian sudah pasti kepemimpinan manajer menjadi sangat penting pada tahapan ini. Dalam manajemen entrepreneurship manajer harus memiliki beberapa keahlian, diantaranya:[footnoteRef:23] [23:  Suwinto Johan, Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis…., Hal.77-78] 

1) Keahlian konseptual; yaitu sebuah keahlian untuk mengerti dan menghubungkan semua aspek dan tugas dari entrepreneurship, berpikir sinergi, dan memiliki visi dan misi ke depan serta dapat mengantisipasi akan hal-hal yang bias terjadi.
2) Keahlian interpersonal; yaitu sebuah keahlian untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dengan karyawan, dan konsumen sehingga dapat tercapai tujuannya.
3) Keahlian teknis; yaitu sebuah keahlian untuk menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan tugasnya. Seperti halnya karyawan produksi yang harus memiliki keahlian untuk memproduksikan produk yang berkualitas.
4) Keahlian pengambilan keputusanp; yaitu untuk mempergunakan informasi yang tersedia, walaupun yang terbatas untuk menentukan bagaimana lembaga bias mempergunakan sumber daya yang ada dengan baik.

d. Pengawasan/ Pengendalian (Controlling)
Bagian terpenting lainnya dalam fungsi manajemen ialah pengawasan. Pengertian pengawasan bisa sangat variatif tergantung kita mengambil dari teori siapa. Ada beberapa pengertian pengawasan menurut beberapa ahli:[footnoteRef:24] [24: http://achmadrandypratama01.blogspot.co.id/2011/12/definisi-dari-controlling.html?m=1 (Diakses 30 September 2017)] 

G.R. Terry“Controlling can be defined as the process of determiniing what is to be accomplished, that is standar; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary appliying corecctive measure so that performance takes places according to plans, that is, inconformity with the standard” 

Dari pendapat G.R Terry tersebut dapat diketahui bahwa pengendalian merupakan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan recana yaitu selaras dengan standar.
Sementara itu Harold Koontz mengungkapkan bahwa: Control is the measurement and corrections of the performance of subordinates in order make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain then are complished” atau dapat dimaknai sebagai pengukuran dan perbaiakan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tuuan-tujuan perusahaan dapat terlaksana.
Sementara itu Machali dan Ara menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan pengamatan dan pengukuran dengan membandingkan suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana[footnoteRef:25]. Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pada hakikatnya tujuan dari pengendalian ialah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan menghindari terjadinya penyelewengan kegiatan atau rencana. [25: Dr. Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Education Management: Teori dan praktek pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia. (Yogyakarta:2015) hal.33] 

1) Langkah- langkah Pengawasan
Pengawasan yang baik memenuhi langkah-langkah pengawasan dengan baik, langkah-langkah tersebut antara lain[footnoteRef:26]: [26: Dr. Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Education Management: Teori dan praktek pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia. (Yogyakarta:2015) hal.33] 

a) Langkah dalam proses menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang diharapkan. Standar tersebut dapat berbentuk standar fisik, standar biaya, standar model, standar penghasilan, standar program, standar yang sifatnya intangible, dan tujuan yang realistis.
b) Langkah dalam mengukur dan menilai kegiatan-kegiatan atas dasar tujuan dengan standar yang telah ditetapkan.
c) Langkah dalam memutuskan dan mengadakan tindakan perbaikan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan standar..
Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna (1992, Hal.116) proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan atau langkah[footnoteRef:27]: [27: https://www.google.co.id/amp/s/pyia.wordpress.com/2010/01/03/tugas-teori-organisasi-umum/ (Diakses 28 Januari 2018)] 

a) Proses penentuan standar atau dasar bagi pengawasan.
b) Proses pengukuran pelaksanaan kegiatan.
c) Proses pembandingan pelaksanaan dengan standar yang telah ditentukan dan mencari perbedaan yang ada.
d) Proses memperbaiki penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dengan cara-cara tindakan yang tepat.
2) Cara- Cara Pengawasan
Beberapa cara pengawasan yang harus dilakukan oleh seorang manajer yang meliputi sebagai berikut[footnoteRef:28] : [28: http://achmadrandypratama01.blogspot.co.id/2011/12/definisi-dari-controlling.html?m=1 (Diakses 30 September 2017)] 

a) Pengawasan Langsung; Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan oleh  anggotanyauntuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang ditetapkan standar organisasi.
b) Pengawasan Tidak Langsung; Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan jarak jauh, yang artinya pengawasan dapat dilakukan dengan melalui laporan secara tertulis maupun lisan dari karyawan tentang bagaimana pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang dicapai.
c) Pengawasan berdasarkan kekecualian; Pengawassan ini merupakan suatu pengendalian khusus yang diperuntukan untuk mengendalikan sebuah kesalahan yang tidak biasa atau standar batasan yang ditentukan. Pengendalian ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer.
3) Tipe – Tipe Pengawasan
Beberapa tipe pengawasan yang sering ditemukan antara lain yaitu :
a) Kontrol internal; Merupakan sebuah pengendalian dari dalam yang dilaksanakan oleh sebuah unit yang dibentuk oleh Organisasi itu sendiri. Unit pengendali dalam organisasi ini biasanya memiliki sebuah tugas untuk mengumpulkan data-data atau informasi untuk keperluan penilaian terhadap kemajuan ataupun kemunduran dalam pelaksanaan sebuah program.
b) Kontrol eksternal; Kebalikan dari kontrol internal, kontrol eksternal merupakan sebuah pengendalian yang dilakukan oleh unit diluar organisasi. Hal yang biasa dilakukan biasanya organisasi menunjuk atau meminta bantuan pengawasan kepada unit di luar organisasi untuk memeriksa dan mengawasi kinerja organisasi.
c) Pengendalian preventif; Berbeda dengan pengendalian sebelumnya, pengendalian ini merupakan sebuah pengendalian yang dilakukan sebelum rencana di laksanakan atau dengan kata lain pengendalian pencegahan terhadap terjadinya sebuah kesalahan.
d) Pengendalian represif; Jika preventif dilakukan sebelum rencana, maka pengendalian represif merupakan sebuah pengendalian yang dilakukan setelah terlaksannya program atau pekerjaan. Pengendalian ini bertujuan sebagai jaminan keberlangsungan program atau pekerjaan agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.[footnoteRef:29] [29: https://www.google.co.id/amp/s/hestuningikrarini.wordpress.com/2014/12/02/definisi-controlling-dan-langkah-langkah-dalam-kontrol/ (Diakses 30 September 2017)] 

Berkaitan dengan usaha, lingkungan bisnis dewasa ini bergerak semakin dinamis dan berubah dengan cepat, untuk itu diperlukan strategi yang dinamis juga. Richard dalam Muh.Yunus mengungkapkan tentang sebuah ide dasar untuk menghadapi sebuah kondisi yang dinasi dan sangat kompetitif (hyper competitive). Ide dasar tersebut antara lain setiap perusahaan harus menemukan strategi yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi inti, pengetahuan dan keunikan intangible asset untuk menciptakan keunggulan.
Untuk menciptakan keunggulan dalam usaha ditengah persaingan yang ketat, Richard mengajukan “the new 7’s” dalam hypercompetitive perusahaan, yaitu: [footnoteRef:30] [30:  Muh. Yunus, Islam dan Kewirausahaan Inovatif, (Malang, UIN Press, 2008) Hal.269-270] 

1) Superior stakeholder satisfaction, bahwa wirausaha harus mampu memberikan pelayanan superior yang memuaskan konsumen dan para stakeholders tanpa kecuali seperti pemasok, karyawan, manaje, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat sekitar.
2) Strategic soothsaying, yaitu strategi yang memfokuskan pada sasaran seperti mencari posisi yang tepat bagi produk-produk atau jasa-jasa yang dihasilkan.
3) Positioning for speed, bahwa dalam usahanya perusahaan harus membuat hasil yang mencengangkan dengan cara menghasilkan produk-produk yang baru dan unik serta memiliki nilai tambah baru yang menarik minat konsumen.
4) Shifting the role of the game, yaitu mengubah pola-pola persaingan (bervariasi) dengan pola-pola baru yang berbeda.
5) Signaling strategic intent, bahwa interpersonal dan antar personal dalam suatu perusahaan harus menjadi hubungan kedekatan. Dengan kedekatan antar karyawan, relasi dan konsumen sangat lah ampuh untuk meningkatkan kinerja usaha.
6) Simultaneous and sequential strategic trust, yaitu perusahaan perlu mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi secara simultan dan berurutan melalui penciptaan barang-barang dan jasa-jasa yang selalu memberi kepuasan pada konsumen.
B. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan
Untuk lebih memahami tentang konsep pembiayaan pendidikan, maka harus terlebih dahulu kita memahami makna dari pembiayaan pendidikan itu sendiri. Biaya merupakan keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.[footnoteRef:31] [31:  Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Konsep dan Aplikasinya), (Depok: Raja Grafindo, 2014), Hal.7] 

[bookmark: _Hlk85867934]Biaya pendidikan merupakan instrumental input atau suatu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan. Dedi Supriadi (2003), mengatakan bahwa hampir tidak ada upaya Pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses Pendidikan tidak akan berjalan. Oleh karena itu biaya Pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan dalam upaya pencapaian tujuan Pendidikan.
Pembiayaan pendidikan menurut Nanang Fattah ialah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan professional guru, pengadaaan sarana ruang Belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan buku ajar, alat tulis kantor, kegiatan ektrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.[footnoteRef:32] [32:  Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2000), Hal.112] 

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan penitikberatan kepada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana merupakan sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diberikan kepada siswa. Sementara itu Mulyono dalam bukunya memaparkan bahwa hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, darimana sumber uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.[footnoteRef:33]  [33:  Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Arus Media, 2016), Hal 77-78] 

Dikenal beberapa kategori biaya Pendidikan dalam teori dan praktik pembiayaan Pendidikan, baik tataran makro maupun mikro (Anwar, 1991; Gaffar, 1991; Thomas, 1972). Pertaama ialah direct cost atau biaya langsung dan indirect cost atau biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan Pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses Pendidikan tetapi memungkinkan proses Pendidikan tersebut terjadi, seperti biaya transportasi, biaya kesehatan, biaya hidup dan harga kesempatan (opportunity cost).
Kedua, ialah private cost atau biaya pribadi dan social cost atau biaya sosial. Biaya pribadi merupakan pengeluaran keluarga untuk mendidik atau lebih dikenal dengan istilah household expenditure. Sedangkan biaya sosial merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk Pendidikan baik melalui Lembaga Pendidikan maupun dalam bentuk pajak yang dihimpun oleh pemerintah yang kemudian disalurkan atau digunakan untuk membiayai Pendidikan. Kategori ketiga ialah biaya dalam bentuk uang (monetary cost) dan biaya dalam bentuk bukan uang (non monetary cost).
Adapun pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut berarti bahwa manajemen dituntut mampu menghimpun dana (raising of fund) dan mengalokasikan (Allocation of fund) dana tersebut, sehingga tujuan lembaga dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jika pengertian tersebut diaplikasikan pada lembaga pendidikan Islam, maka manajemen keuangan atau pembiayaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang pemimpin lembaga pendidikan menghimpun dana dan mendistribusikannya sehingga tujuan lembaga dapat tercapai secara tepat asas dan tepat guna (efektif dan efisien).[footnoteRef:34] [34:  Baharuddin dan Moh Makin, MAnajemen Pendidikan Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), Hal.116] 

Sumber pembiayaan Pendidikan secara garis besar dapat dikelompokan menjadi tiga sumber biaya sumber-sumber tersebut antara lain (Mulyasa, 2006): 1) Pemerintah (pusat dan daerah), yang bersumber dari sumber daya alam, hasil industry, dan pajak, 2) orang tua/ peserta didik berupa iuran komie, spp dan lainnya, serta 3) masyarakat yang dapat berupa sumbangan dari perorangan lembaga, kelompok pengusaha, penyandang modal dan lainnya, terakhir 4) sumber lain yang diperoleh selain dari ketiga sumber di atas seperti bantuan luar negeri dan lembaga-lembaga asing.
Sumber pembiayaan utama ialah dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
a. Orang tua/peserta didik
b. Masyarakat
c. Sumber lain.
Dari beberapa pengertian atau definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan Islam merupakan sebuah cara lembaga pendidikan Islam dalam mengelola dana, baik cara mendapatkan dana maupun cara mendistribusikan dana tersebut guna mencapai tujuan lembaga pendidikan Islam yang sudah direncanakan sebelumnya secara efektif dan efisien.
2. Urgensi Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan menjadi perhatian bagi beberapa pemimpin Negeri  ini, sebagian pemimpin merasa bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan, sedangkan kualitas pendidikan salh satunya bergantung pada pembiayaan pendidikan. Oleh sebab itu, sudah semestinya pemerintah dan para penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan dalam porsi yang cukup mengingat urgensi dan signifikasinya. Disamping hal itu, juga menjadi cerminan akan kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik, orang tua, dan stakeholders.[footnoteRef:35] [35:  Baharuddin dan Moh Makin, MAnajemen Pendidikan Islam…., Hal.147] 

Pasca reformasi yang mengarahkan Negeri ini kepada era industry, membuat posisi uang atau modal berada pada posisi yang paling urgen. Keuangan pula yang menjadi salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Uang atau modal menjadi salah satu komponen produksi lembaga pendidikan baik sekolah/ Madrasah maupun pesantren yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan pendidikan. Dengan kata lain, semua kegiatan-kegiatan pendidikan memerlukan uang dan tidak terlepas dari biaya.
Pentingnya posisi keuangan dalam pencapaian tujuan pendidikan membutuhkan kreatifitas, keterampilan dan keuletan pimpinan lembaga pendidikan untuk menggali sumber-sumber keuangan dan bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh pondok pesantren Mabda Islam Nyalindung yang telah mengembangkan kegiatan entrepreneurship untuk menghasilkan sumber keuangan dalam rangka membantu pembiayaan pendidikan pondok pesantren.


3. Strategi Pembiayaan Pendidikan
Besar kecilnya biaya Pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan atau Lembaga pesantren dalam kasus ini, berhubungan dengan berbagai indikator mutu Pendidikan, seperti angka partisipasi dan prestasi belajar siswa atau santri.oleh karena itu dalam konteks perencanaan pembiayaan Pendidikan pemahaman terhadap berbagai aspek pembiayaan Pendidikan sangatlah penting.
Pemahaman yang dimaksud tersebut merupakan pemahaman yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya mikro sampai pada hal-hal yang bersifat makro antara lain mulai dari hal-hal yang meliputi sumber-sumber pembiayaan Pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaanya, dan akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tatara (Supriadi, 2002).. 
Strategi pembiayaan pendidikan merupakan sebuah usaha suatu lembaga pendidikan dalam menggali dana pendidikan secara administrative dengan cara bagaimana seorang pimpinan melakukan upaya pengelolaan sumber daya dan sumber dana yang terdapat dalam lingkungan suatu lembaga pendidikan. Pengelola pendidikan harus mampu berusaha sebaik mungkin dalam mencari pemasukan dana, guna memenuhi kebutuhan dalam pembiayaan pendidikan.[footnoteRef:36] [36:  Mukhtar & Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), Hal.152] 

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa strategi pembiayaan pendidikan merupakan sebuah kegiatan berupa usaha-usaha mendapatkan atau menghasilkan uang yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Adapun sumber dana bisa di dapatkan dari berbagai sumber yang ada di lingkungan pendidikan tersebut.
Strategi pembiayaan pada Lembaga Pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu formulasi strategi dan pelaksanaan strategi, formulasi strategi berada pada kekgiatan perencanaan, sedangkan pelaksanaannya  berada pada fungsi actuating dalam fungsi manajemen Pendidikan. Menurut Sagala (2013) kegiatan formulasi strategi terdiri dari 4 bagian yaitu: penetapan misi organisasi, assessment lingkungan, menetapkan arah dan sasaran, dan menentukan strategi. Adapun prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan strategi adalah: 1) penterjemahan strategi ke oprasional, 2) menyejajarkan organisasi ke strategi, 3)  strategi menjadi pekerjaan harian bagi setiap orang, 4) menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan dan, 5) perbanyak perubahan melalui pimpinan eksekutif.
Selain strategi tersebut ada beberapa strategi untuk memenuhi pembiayaan Pendidikan yang dapat direalisasikan melali penyelenggaraan berbagai kegiatan berikut:
a) Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi yang akan menjadi sumber dana.
b) Mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memprediksi dana yang dapat digali atau yang dapat dikembangkan.
c) Menetapkan sumber-sumber pendapatan dana.[footnoteRef:37]  [37:  Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Hal.23] 

Beberapa sekolah juga mengembangkan penggalian dana dalam beberapa bentuk kegiatan Amal Jariyah, Zakat, Uang syukuran, dan Amal Jum’at.[footnoteRef:38] Adapun lembaga pendidikan yang mandiri adalah lembaga yang mampu membiayai semua kebutuhan secara terus menerus, memiliki sumber pembiayaan yang tidak terpengaruh pada pemenuhan dana dari pemerintah dan lingkungan sekitar. Selanjutnya Slamet juga mengemukakan bahwa sebuah lembaga yang mandiri dalam pembiayaan memiliki beberapa indicator, diantaranya: [38:  Baharuddin & Moh.Makin, Manajemen Pendidikan Islam…..Hal.153-154] 

a) Memiliki sumber pembiayaan sendiri,
b) Memiliki biaya oprasional secara terus menerus,
c) Memiliki investasi usaha,
d) Mampu meningkatkan sumber pembiayaan sendiri,
e) Memiliki pengelolaan pembiayaan yang baik
f) Memiliki daya tahan terhadap perubahan zaman.[footnoteRef:39] [39:  Slamet, Desentralisasi Pendidikan Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Hal.8] 

Dari beberapa penjelasan di atas berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembiayaan pendidikan ada tiga kegiatan besar di dalamnya, meliputi kegiatan pengumpulan sumber pembiayaan pendidikan, kegiatan pengalokasian pembiayaan pada unit-unit pembiayaan sesuai dengan ruang lingkup lembaga pendidikan serta kegiatan pengevaluasian pembiayaan pendidikan dalam pencapaian tujuan lembaga pendidikan.
C. KEWIRAUSAHAAN (ENTREPRENEURSHIP)
1. Pengertian entrepreneurship
[bookmark: _Hlk85868465]Entrepreneurship berasal dari bahasa Inggris yang jika dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia berarti Ke-wirausaha-an. Eko menjelaskan bahwa istilah wirausaha berarti seorang yang mampu melihat adanya peluang kemuadian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut memulai suatu bisnis yang baru. Atau juga dapat berarti sebagai kemampuan setiap orang untuk menangkap setiap peluang usaha dan dimanfaatkannya sebagai lahan usaha, atau bisnis dan seluruh waktunya dicurahkan untuk menemukan peluang-peluang bisnis.[footnoteRef:40] [40:  Eko Agus Alfianto, Kewirausahaan: Sebuah Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat, (Dosen Fisip Universitas Yudharta Pasuruan), Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2, Januari 2012.] 

Pada hakikatnya, kewirausahaan merupakan satu upaya memberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri, terutama kemandirian ekonomi dan kemandirian pemberdayaan.[footnoteRef:41] Adapun kewirausahaan jika dilihat dari beberapa sudut pandang keilmuan baik ekonomi, manajemen maupun psikologi, Sunarya merumuskan sebagai berikut: [41:  Nanih Machendrawaty & Agus A.Safei, Pembangunan Masyarakat Islam: Dari ideology, strategi sampai tradisi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), Hal.47] 

a. Menurut sudut pandang ilmu ekonomi, wirausaha merupakan orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk meningkatkan nilai sehingga menjadi lebih tinggi dari nilai sebelumnya.
b. Menurut sudut pandang ilmu manajemen, wirausaha merupakan seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru.
c. Sedangkan menurut pandangan ilmu psikologi, wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam diri untuk memperoleh suatu tujuan serta bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain.[footnoteRef:42] [42:  Sunarya, Dkk, Kewirausahaan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011) Hal.9-10] 

Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari, dengan kata lain kemampuan (ability) dalam berpikir kreatif dan inovatif.[footnoteRef:43] Pengertian tersebut senada dengan apa yang dijelaskan Suryana bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.[footnoteRef:44] [43:  Modul STIE, Kewirausahaan, (Yogyakarta: TP, 2002), Hal.2]  [44:  Suryana & Karyib Bayu, Kewirausahaan, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal.24] 

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tentang kewirausahaan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa entrepreneurship merupakan sebuah motivasi dan komitmen seseorang maupun sekelompok orang dalam berkreasi dan berinovasi menciptakan nilai-nilai baru untuk mendapatkan profit dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada. Menjadi wirausaha berarti harus memiliki sikap pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan dalam proses mencari peluang dan mencapai tujuan.
2. Unsur-unsur Entrepreneurship
Untuk melahirkan sebuah nilai entrepreneurship perlu melalui sebuah proses yang terdiri dari beberapa rangkaian tahapan. Coulter yang dikutip oleh Wiedy menjelaskan bahwa dalam entrepreneurship menekankan pada delapan unsur pokok, antara lain:[footnoteRef:45] [45:  Wiedy Murtini, Kewirausahaan Pendekatan Success Story,  (Surakarta: LPP UNS Press, 2009) Hal.37] 
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Berikut merupakan penjelasan delapan unsur yang dikemukakan oleh Coulter, antara lain:
a. The entrepreneur (Wirausaha), merupakan unsur pertama yang terpenting dalam kegiatan kewirausahaan. Yaitu seseorang yang berperan untuk menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
b. Inovation (Inovasi), merupakan sebuah kegiatan kewirausahaan yang didalamnya termasuk aktifitas mengganti, merevolusi, mengubah dan memperkenalkan pendekatan baru.
c. Organization creation (membentuk organisasi), untuk menghasilkan nilai tambah terhadap suatu produk maupun jasa dan menjadi suatu yang baru harus ada organisasi sebagai penggerak untuk merealisasikan tujuan.
d. Creating value (menghasilkan nilai), melalui wirausaha seseorang harus menghasilkan produk baru, pelayanan baru, traansaksi dan pendekatan baru serta sumber daya dan pemasaran yang diciptakannya memberikan kontribusi yang bernilai terhadap komunitas pasar.
e. Profit & non profit (laba dan nirlaba), tujuan kewirausahaan tidak hanya untuk mendapatkan laba, namun juga bisa sebagai agency pelayanan sosial.
f. Growth (bertumbuh), yaitu mengejar tumbuhnya wirausaha dengan selalu mengejar dan meraih peluang yang ada untuk diraih sehingga muncul peluang dan bisnis baru.
g. Uniqueness (keunikan), didalamnya termasuk membuat sebuah kombinasi baru dan pendekatan baru yang dilakukan melalui uji coba sehingga mempunyai keunikan yang tidak dimiliki orang lain.
h. Process (proses), merupakan serangkaian pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus.
Dengan kedelapan unsur pokok tersebut melalui entrepreneurship suatu  produk unik akan diciptakan dengan melalui pendekatan-pendekatan yang unik pula. Aktifitas tidak hanya proses meniru atau menduplikasi saja, tetapi berakhir pada menciptakan suatu yang baru dan unik. Karya cipta yang unik tersebut merupakan hasil dari sebuah proses inovasi yang berkelanjutan secara terus menerus yang dilakukan secara terorganisir sehingga tumbuh dan berkembang menghasilkan nilai yang mendatangkan laba maupun nirlaba.

D. PONDOK PESANTREN
1. Tipologi Pondok Pesantren
Perkembangan pesantren sampai saat ini masih terus berlanjut. Pesantren sebagai tempat para santri menuntut ilmu setidaknya terdapat dua kelompok tipologi. Pertama ialah pesantren dengan tipologi berdasarkan elemen yang dimiliki pesantren. Kedua, tipologi pesantren atas dasar pada lembaga pendidikan yang diselenggarakannya.[footnoteRef:46] [46:  Syamsudduha, Manajemen Pesantren: Teori da Praktek, (Yogyakarta: Graha Guru, 2004) Hal.15-16.] 

Sementara itu, Ziemek dalam bukunya Ali Anwar membagi tipologi pesantren berdasarkan elemen yang dimiliki kedalam beberapa tipologi, antara lain: 
a. Pondok pesantren yang terdiri dari masjid dan rumah kiyai. Pondok pesantren tersebut masih bersifat sederhana, dimana kiyai mempergunakan masjid atau rumahnya sendiri sebagai tempat mengajar. Pondok pesantren tipe ini santri hanya dating dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Pesantren jenis ini khas untuk kaum sufi (pesantren tarekat) yang memberikan pengajaran bagi anggota tarekat. Pesantren tipe tersebut juga merupakan tipe pesantren yang paling sederhana yang hanya mengajarkan kitab dan sekaligus merupakan tingkat awal dalam mendirikan pesantren.
b. Pondok pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiyai dan pondok untuk menginap para santri yang dating daerah yang jauh. Pesantren ini memiliki semua komponen  yang dimiliki pondok pesantren klasik.
c. Pondok pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiyai dan pondok dengan system pembelajaran wetonan dan sorogan. Pondok pesantren tipe ketiga ini telah menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah yang memberikan pelajaran umum dan berorientasi pada sekolah-sekolah pemerintah.
d. Pondok pesantren tipe selanjutnya ialah pondok pesantren yang memiliki komponen pondok pesantren tipe sebelumnya ditambah dengan lahan pertanian, kebun, empang, dan perternakan serta menyelenggarakan kursus-kursus teknik pertanian dan lainnya seperti menjahit, perbengkelan, pertukangan kayu. Pondok pesantren tipe ini juga memiliki tempat untuk pendidikan keterampilan.
e. Pola kelima ialah pondok pesantren yang telah berkembang dan bisa disebut pondok pesantren modern. Disamping masjid, rumah kiyai, pondok, madrasah atau sekolah umum juga terdapat elemen lain seperti perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, penginapan tamu, dan sebagainya.
Dari paparan di atas, kita dapat ketahui perbedaan tipologi pesantren berdasarkan elemen yang dimiliki. Kelima tipologi yang diajukan Ziemek tersebut diikuti juga oleh Endang Soetari dan Ridlwan Nasir. Adapun pembagian pesantren yang dibedakan berdasarkan lembaga pendidikan yang diselenggarakan, pesantren dibedakan menjadi tiga atau dua tipologi. Abdu Muin dkk, membagi pesantren kedalam tiga tipologi yaitu salafiyah, khalafiyah dan kombinasi. Selain itu, Abd Husni Abd Rahman dan Wardi Bakhtiar membagi pesantren kedalam dua tipologi saja, yaitu salafiyah dan khalafiyah.[footnoteRef:47] [47:  Ali Anwar, Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hal 25-26] 

Husni berpendapat bahwa pesantren slafiyah merupakan pesantren yang menyelenggarakan system pendidikan non-klasikal dengan metode bandongan dan sorogan dalam mengkaji kitab-kitab klasik yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama pada abad pertengahan. Sedangkan pesantren khalafiyah ialah pesantren yang mengadopsi system pendidikan klasikal dengan kurikulum tertata serta mengintegrasikan pengetahuan umum. Pendapat tersebut hamper senada dengan Assegaf yang menjelaskan bahwa pesantren salafiyah adalah non-klasikal, tradisional dan mengajarkan murni ajaran agama Islam. Adapun pesantren yang berpola khalafiyah Assegaf berpendapat bahwa pesantren yang mempunyai lembaga pendidikan klasikal, modern, dan memasukan mata pelajaran umum dalam madrasah yang dikembangkannya. Aktifitas pesantren pesantren tradisional difokuskan pada tafaqquh fi al-ddin, yakni pendalaman pengalaman, perluasan dan penguasaan khazanah ajaran Islam. Sedangkan pesantren yang telah memasukan pelajaran umum di madrasah yang dikembangkannya atau membuka sekolah umum serta tidak hanya mengajarkan kitab Islam klasik disebut dengan pesantren khalafiyah atau modern.[footnoteRef:48] [48:  Ali Anwar, Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hal.26] 

Berdasarkan beberapa pembagian tipologi pesantren di atas, dalam penelitian ini tipologi pondok pesantren yang diajukan oleh Ziemek tampaknya lebih tepat untuk dijadikan pendekatan tipologi pondok pesantren Mabda Islam Nyalindung yang termasuk kedalam tipologi pesantren kelima.
2. Fungsi dan Peranan Pondok Pesantren
Fungsi pesantren pada awal berdirinnya sampai dengan sekarang ini telah banyak mengalami perkembangan. Visi, posisi dan persepsi terhadap dunia luar juga telah berubah seiringang dengan waktu. Syarif dkk, menyebutkan bahwa pesantren pada masa yang paling awal (masa syekh Maulana Malik Ibrahim) berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Kedua fungsi tersebut bergerak saling menunjang satu sama lain. Pendidikan dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkangkan dakwah, sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana membangun sistem pendidikan.
Sebagai lembaga dakwah, pesantren selalu berusaha mendekati masyarakat. Pesantren  selalu bekerjasama dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Pesantren selalu terlibat aktif dalam mobilisasi pembangunan sosial masyarakat desa. Oleh sebab itu, Ma’shum berpendapat bahwa fungsi pesantren semula mencakup pada tiga aspek yaitu,   religious (diniyyah), sosial (ijtimaiyah) dan fungsi edukasi (tarbiyah).[footnoteRef:49] Ketiga fungsi pesantren yang disebutkan Ma’shum tersebut masih berlangsung hingga saat ini, bahkan dengan perkembangannya pesantren juga dapat melatih kemandirian santri dalam menghasilkan karya dalam mengembangkan unit usaha. [49:  Ali Ma’shum, ajakan Suci, (Tp, LTN-NU DIY, 1995) Hal.119] 

Lebih jauh lagi pendapat lain berkaitan dengan fungsi pesantren ialah pendapat dari Suhartini yang menyebutkan bahwa pesantren dengan berbagai harapan dan predikatnya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang selalu diembannya, yaitu sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (centre of excellent), pencetak sumber daya manusia (human resource), dan sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (agent of development).[footnoteRef:50] Dengan ketiga fungsi pesantren tersebut, makasan di tengah masyarakat pesantren pantas termasuk kedalam lembaga yang terlibat dalam proses perubahan sosial (social change). [50:  Suhartini, problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren, dalam A. Halim et.al (eds ) Manajemen Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005) Hal.233] 

Hubungan antara pesantren dan masyarakat menjadikan keberadaan pesantren dan kehadiran intitusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat semakin kuat. Akan tetapi, harus diakui juga bahwa belum semua potensi besar yang dimiliki pesantren tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal terutama yang terkait dengan hal kontribusi pesantren dalam pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi umat. Harapannya pesantren Mabda Islam hadir di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi umat tersebut. 


3. Strategi Pesantren dalam Pengembangan Pembiayaan Pendidikan Berbasis Entrepreneurship
Konsep atau ide pengembangan pesantren dalam bidang ekonomi pada dasarnya memiliki dua makna, yaitu pesantren sebagai lembaga pengembangan ekonomi masyarakat dan sebagai lembaga yang memiliki resource ekonomi sendiri dalam upaya mengelola dan mengembangkan pondok pesantren.
Dari kedua makna tersebut, Aziz berpendapat bahwa pada konotasi makna pertama peran pesantren untuk menjadi pionir bagi ekonomi masyarakat menengah yang memiliki akses lebih sedikit dikalangan birokrasi pemerintah mengharuskan pesantren memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk dapat mengadvokasi para ekonomi kecil menengah. Sedangkan mkana konotasi yang kedua menurut Aziz pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak bergantung pada bantuan masyarakat dan pemerintah.[footnoteRef:51] [51:  Moh Ali Aziz, Pesantren dan Pengembangan Masyarakat dalam Abd Halim, manajemen Pesantren, (Yogyakarta: LKSI, 2005) Hal.210.] 

Dewasa ini perkembangan aktifitas entrepreneurship di pesantren telah berkembang, dari berbagai jenis aktifitas unit usaha kecil sampai dengan unit usaha yang sangat besar dengan berbagai variasi yang diinginkan oleh pondok pesantrennya. Semua aktifitas entrepreneurship itu tentu telah disesuaikan dengan potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki oleh pondok pesantren.
Menurut Clarence, entrepreneurship dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, antara lain:
a. Innovating entrepreneurship, yakni sebuah wirausaha dengan mengumpulkan informasi secara agresif dari berbagai produksi disertai capaian dari masing-masing produksi dengan membuat kombinasi-kombinasi dan inovasi baru.
b. Imitative entrepreneurship, yakni wirausaha yang hanya meniru dan menerapkan inovasi-inovasi yang berhasil diterapkan pada innovating entrepreneurship.
c. Focus entrepreneurship, yakni wirausaha yang sangat hati-hati dan skeptic terhadap berbagai inovasi, namun setelah yakin keberhasilan inovasi yang ada maka akan segera meniru dan menerapkan inovasi tersebut.
d. Drone entrepreneurship, yakni wirausaha yang menolak sama sekali pemanfaatan peluang inovasi, sekalipun penolakan itu berkaitan dengan kerugian dibandingkan dengan produsen lain.
Selain klasifikasi yang telah diuraikan di atas, beberapa pola usaha ekonomi di pesantren yang banyak terjadi dalam pengembangan unit usaha perekonomian pesantren menurut Mursyid memiliki empat pola, antara lain:[footnoteRef:52] [52:  Mursiyd, Dinamika Pesantren dalam Prespektif Ekonomi, dalam ( Jurnal Studi Agama Millah, Volume XI, No 1 Agustus 2011), Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam Indonesia, 2011, Hal.180-181] 

a. Usaha ekonomi yang berpusat pada kiyai sebagai orang yang bertanggung jawab di pesantren. Dimana kiyai memiliki asset ekonomi seperti kebun atau sawah yang luas, kemudian santri dilibatkan dalam pengelolaan dari mulai menanam, merawat dan panen. Dari hasil usaha tersebut kiyai mendapat keuntungan tenaga dari santri dan para santri mendapat keuntungan tambahan penghasilan. Hasil usaha ini kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan pengembangan pesantren.
b. Usaha ekonomi untuk memperkuat biaya oprasional pesantren, yakni adanya unit-unit ekonomi yang dimiliki pesantren yang hasil usahanya digunakan untuk membiayai pesantren itu sendiri. Unit usaha pesantren yang menjadi sumber pembiyaan pesantren menanggung seluruh biaya oprasional pesantren atau sebagiannya.
c. Usaha ekonomi untuk santri dengan memberi keterampilan dan kemampuan agar kelak dapat dimanfaatkan selepas dari pesantren. Usaha ekonomi hal ini berupa sarana pendidikan lifeskill bagi santri (yang terkadang tidak berorientasi profit) agar menjadi bagian system pendidikan integral di pesantren.
d. Usaha ekonomi bagi alumni pesantren yang aktifitas ekonominya melibatkan alumni pesantren sebagai bagian penggalangan dana bagi pesantren dan santri. Akan tetapi prioritas usahanya tetap pada pemberdayaan alumni pesantren.
Berdasarkan pola usaha ekonomi diatas, menunjukan bahwa pola wirausaha pada setiap lembaga pesantren berbeda-beda tergantung bagaimana konsep perencanaan wirausahanya. Pilihan terhadap berbagai pola usaha tersebut tentu berpengaruh pada kualitas dan nilai yang dihasilkan dari entrepreneurship.
Entrepreneurship memiliki konsep yang bagus dalam strategi pembiayaan pendidikan pesantren. Melalui aktifitas entrepreneurship pesantren dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya untuk memperoleh berbagai keuntungan finansial. Melalui keuntungan finansial tersebutlah pesantren dapat membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan. Kerangka fikir tersebut secara skematis dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 2
(Kerangka fikir)
Manajemen Pembiayaan berbasis entrepreneurship untuk pembiayaan pendidikan
Proses Manajemen
(Planning, Organizing, Actuating, Controling)
Out Put (profit oriented)
Out Come 
(Kontribusi profit terhadap pembiayaan pendidikan)
Hasil kontribusi profit terhadap pembiayaan pendidikan








E. ANALISIS SWOT
[bookmark: _Hlk85870628]Analisis SWOT dapat diartikan sebagai identifikasi terhadap berbagai faktor untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat mengoptimalkan kekuatan (strengts) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Berangkat dari keputusan strategis yang perlu mempertimbangkan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan-pertimbangan penting untuk analisis SWOT[footnoteRef:53]. [53: Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2004), 18] 

Selain istilah analisis SWOT dewasa ini ada yang menggunakan istilah analisis TOWS. SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Sedangkan TOWS adalah kebalikannya yaitu singkatan dari Threats (ancaman), Opportunities (peluang), Weaknesses (kelemahan) dan Strengths (kekuatan).
Machali menjelaskan bahwa analisis SWOT berangkat dari pendekatan faktor internal lembaga/ organisasi terlebih dahulu yaitu Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan). lalu melakukan analisis eksternal yaitu Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Sedangkan analisis TOWS melakukan metode yang sebaliknya[footnoteRef:54]. [54: Dr. Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Education Management: Teori dan praktek pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia. (Yogyakarta:2015) hal.294] 



1. Unsur – unsur SWOT
Kekuatan (Strength), Kelemahan (weakness), Peluang (Opportunity), Ancaman (Threats)  merupakan unsur- unsur metode SWOT. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa analisi SWOT terdiri dari Faktor eksternal dan internal,  maka untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu: 
a. Faktor eksternal
Faktor eksternal yang dimaksud merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar organisasi yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Faktor ini mencakup lingkungan organisasi, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya dan sebagainya.
b. Faktor internal
Faktor internal yang dimaksud ini merupakan faktor yang mempengaruhi terbentuknya strenghts and weaknesses   (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (decision making) organisasi. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, pembelajaran, operasional, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya organisasi (organization culture).
2. Matrix SWOT
Matrix SWOT merupakan salah satu cara untuk menganalisis data. Menurut Machali dan Ara analisis SWOT/TOWS dapat digunakan secara kualitataif dan kuantitatif. Secara kualitatif berarti melakukan analisis secara mendalam faktor-faktor internal dan eksternal lembaga dengan menggunakan berbagai metode kualitatif.Analisis SWOT/TOWS dapat menghasilkan matriks yang merupakan matching tool penting untuk membantu manajer dalam mengembangkan strategi lembaga pendidikannya. Strategi yang dihasilkan dari matriks ini berupa matrik SWOT/TOWS kualitatif sebagaimana di bawah ini[footnoteRef:55]: [55: Dr. Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Education Management: Teori dan praktek pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia. (Yogyakarta:2015) hal.295] 


Tabel 3
(Matrix SWOT/ TOWS)

	[bookmark: _Hlk85876590]
KAFI




KAFE
	Strenghts
Deskripsikan dan susun daftar berdasarkan rangking:
1.......
2.......
3.......
	Weakness
Deskripsikan dan susun daftar berdasarkan rangking:
1.......
2.......
3.......

	Opportunities
Deskripsikan dan susun daftar berdasarkan rangking:
1.......
2.......
3.......
	Strategi Strenghts-Opportunities
(S-O). Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
1. ………………
2. ………………
3. ………………
	Strategi Weaknes- Opprotunities
(W-O) Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
1. ………………
2. ………………
3. ………………

	Threats
Deskripsikan dan susun daftar berdasarkan rangking:
1.......
2.......
3.......
	Strategi Strenghts- Threats
(S-T). Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman/ mengubah menjadi peluang;
1. ………………
2. ………………
3. ………………
	Strategi Weakness- Threats
(W-T). memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman;
1. ………………
2. ………………
3. ………………



Strategi SO (Strength-Opportunities) dibuat berdasarkan pemanfaatan  seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya. Sedangkan strategi ST (Strenghts-Threats) adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
Strategi WO (Weknesses- Opportunities) diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Adapun strategi WT (Weknesses- Threats) berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive atau bersifat melindungi organisasi dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
Apabila analisis telah dilakukan, maka hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penentuan langkah-langkah program selanjutnya agar lebih maksimal dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang dan menekan kelemahan serta ancaman. Hasil analisis tersebut banyak digunakan dalam penyusunan rencana dan program sekolah.
F. EVALUASI PROGRAM
[bookmark: _Hlk85876894]Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertiantentang program sendiri. Dalam kamus (1) program adalah rencana, (2) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkatkeberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Suharsimi Arikunto, 1993: 297).
Menurut Tyler (1950) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2010: 5), evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan[footnoteRef:56]. [56: Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa dan Praktisi. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010) Hal. 5] 

1. Tujuan Evaluasi Program
[bookmark: _Hlk85876967]Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 114-115), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk beberapa hal, diantaranya[footnoteRef:57]: [57:  Endang Mulyatiningsih, Evaluasi Proses Suatu Program (Jakarta: Bumi Aksara. 2011) Hal. 114-115] 

a. Untuk menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini dianggap penting untuk dijadikan bahan pengembangan program yang sama ditempat lain.
b. Untuk mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program. Hasil evaluasi akan jadi penentu apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau bahkan dihentikan.  
Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program, perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksana ingin menetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu.
b. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksana ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pgogram, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.
Dengan berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Hal tersebut karena penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukanrekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
2. Model-Model Evaluasi Program
Model-model evaluasi program sangatlah banyak. Model yang satu berkembang ke model yang lainnya sehingga melahirkan bervariasi model. Dari berbagai macam model tersebut pada hakikatnya memiliki kesamaan dalam tujuan yaitu mengumpulkan data dan informasi menyangkut objek yang akan dilakukan evaluasi.
Menurut Kaufman dan Thomas model-model evaluasi program dibedakan menjadi kurang lebih delapan model, antara lain yaitu[footnoteRef:58]: [58: Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa dan Praktisi. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010) Hal.40-41] 

a. Goal Oriented Evaluation Model, model ini dikembangkan oleh Tyler.
b. Goal Free Evaluation Model, model yang dikembangkan oleh Scriven.
c. Formatif Summatif Evaluation Model, model yang dikembangkan oleh Michael Scriven.
d. Countenance Evaluation Model, model yang dikembangkan oleh Stake.
e. Responsive Evaluation Model, model yang dikembangkan oleh Stake.
f. CSE-UCLA Evaluation Model, model yang menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
g. CIPP Evaluation Model, model yang dikembangkan oleh Stufflebeam.
h. Discrepancy Model, model yang  dikembangkan oleh Provus.

Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan tergantung pada tujuan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi program  entrepreneurship dapat digunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang dilaksanakan dalam mencakup seluruh proses pendidikan yang dilaksanakan.
3. Model Evaluasi Program CIPP
[bookmark: _Hlk85877104]Model yang dirasa cocok dalam penelitian ini adalah model evaluasi program CIPP, sebuah model yang dikembangkan oleh Stufflebeam yang dikenal dengan CIPP Evaluation Model. CIPP merupakan sebuah singkatan dari istilah contecs, input, process, dan product. Model ini banyak dikenal sebagai sebuah evaluasi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan sebuah program.
Model ini sangat cocok diaplikasikan dalam mengevaluasi program entrepreneurship. Selain model ini banyak digunakan oleh para evaluator, kegiatan program unggulan yang termasuk kategori program pemrosesan yaitu kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sebagai hasil proses[footnoteRef:59]. [59: Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa dan Praktisi. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010) Hal.49] 

a. Evaluasi Konteks (Context)
Tahapan pertama pada model CIPP ialah evaluasi konteks. Orientasi utama dari evaluasi konteks adalah mengidentifikasi latar belakang perlunya mengadakan perubahan atau munculnya program dari beberapa subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan (Endang Mulyatiningsih, 2011: 127).
Pendapat lain menjelaskan bahwa Evaluasi konteks merupakan upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, polulasi dan sampel yang dilayani dan tujuan proyek. Untuk melakukan evaluasi konteks ini beberapa pertanyaan harus dijawab, antara lain:[footnoteRef:60] [60: Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa dan Praktisi. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010) Hal.46] 

1) Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program?
2) Tujuan pengembangan apakah yang belum dapat tercapai?
3) Tujuan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat?
4) Tujuan-tujuan mana sajakah yang paling mudah dicapai?
b. Evaluasi Masukan (Input)
Evaluasi tahap kedua ialah evaluasi input. Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya bahan, alat, manusia dan biaya, untuk melaksanakan program yang telah dipilih (Endang Mulyatiningsih, 2011: 129).
Sementara itu pendapat Suharsimi yang lebih ringkas menjelaskan bahwa tahapan evaluasi masukan maksudnya ialah kemampuan awal siswa dan sekolah dalam menunjang program. Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan dalam evaluasi tahap kedua ini antara lain:
1) Apakah program yang diberikan ditunjang dengan sarana dan prasarana sekolah?
2) Berapa orang peserta didik yang menerima dengan senang hati/ berminat atas program tersebut?
3) Bagaimana latar belakang pendidik dalam program?
4) Seberapa tinggi kemampuandasar hafalan peserta didik?
c. Evaluasi Proses (Process)
Tahapan selanjutnya setelah evaluasi masukan ialah evaluasi proses. Menurut Suharsimi evaluasi ini menunjuk pada “apa” (What) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (Who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, dan “kapan” (When) kegiatan akan selesai[footnoteRef:61]. Dengan kata lain pada tahapan ini mengevaluasi program dari awal sampai akhir mulai dari persiapan kegiatan, metode dan media yang digunakan dalam hafalan, dan siapa saja orang atau staf yang terlibat dalam kegiatan. [61: Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa dan Praktisi. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010) Hal.47] 

Pendapat lain berkaitan dengan evaluasi proses ialah yang di ungkapkan oleh Endang, bahwa evaluasi proses pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau implementasi program. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mencatat atau mendokumentasikan setiap kejadian dalam pelaksanaan kegiatan, mengawasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyimpang dari standar yang ditentukan atau menghambat dan menimbulkan kesulitan yang tidak diharapkan pada saat pelaksanaan kegiatan, menemukan informasi-informasi khusus yang berkaitan dengan diluar perencanaan, menilai dan menjelaskan proses kegiatan secara aktual. Selama proses evaluasi, evaluator pun dituntut berinteraksi dengan staf pelaksana program secara terus menerus dan efektif (Endang Mulyatiningsih, 2011: 130-131).
Untuk membantu membantu proses evaluasi pada tahapan ini, dapat digunakan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1) Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam program?
2) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
3) Apakah staf atau orang yang terlibat dalam program sanggup menangani kegiatan dan memungkinkan untuk dilanjutkan?
4) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
5) Hambatan apa saja yang ditemukan selama menjalankan program dan mungkinkah program untuk dilanjutkan?
d. Evaluasi Produk/ Hasil (Product)
Tahapan terakhir ialah evaluasi produk. Tujuan utama evaluasi produk adalah untuk mengukur, menginterpretasikan dan memutuskan hasil yang telah dicapai oleh program, yaitu apakah telah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum (Endang Mulyatiningsih, 2011: 132).
Evaluasi produk/ atau hasil menurut Suharsimi diarahkan pada hal-hal yang menunjukan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Dalam penelitian ini berarti entrepreneurship dalam kontribusinya terhadap pembiayaan pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan pada tahap akhir evaluasi program ini antara lain:
1) Apakah tuujuan-tujuan yang ditetapkan telah tercapai?
2) Pernyataan-pernyataan apakah yang mungkin dirumuskan berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan?
3) Dalam hal apakah berbagai kebutuhan pembiayaan pendidikan sudah dapat dipenuhi selama pelaksanaan program?
4) Apakah dampak yang diperoleh pesantren dengan adanya program tersebut yang relatif panjang waktunya?
5) Berapa banyak unit usaha yang mampu mencapai tujuan program?
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